
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Nomor PER-1jPKj2020
ten tang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan
Format Laporan dan Alokasi Umum Tambahan
Tahun Anggaran 2020, perlu adanya Peraturan
Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum
Tambah an Bantuan Pendanaan Kelurahan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten
Dompu Tahun Anggaran 2020.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIDOMPU,

Mengingat

Menimbang

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR ;6 TAHUN2020

TENTANG

PENETAPANDANAALOKASIUMUMTAMBAHANBANTUAN
PENDANAANKELURAHANDI KABUPATENDOMPU

TAHUNANGGARAN2020

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



PERATURANBUPATITENTANGPENETAPANDANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAANKELURAHANDI KABUPATENDOMPU
TAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran
2020;

10.Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2019 Nomor 10).

Menetapkan

,



Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah Otonornyang selanjutnya disebut Daerah

adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah berwenang
rnengatur klan rnengurus urusan pernerintahan
dan kepentingan rnasyarakat seternpat rnenurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
rnasyarakat dalam sistern Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Pernerintah Daerah adalah bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pernerintahan daerah.

3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah
Kabupaten Dornpuyang dipirnpin oleh carnat.

4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari
Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di
Kabupaten Dornpuyang dipimpin oleh Lurah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pernerintah daerah selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah Kabupaten Dornpu.

7. Dana Alokasi Urnurn yang selanjutnya disingkat
DAU adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kernampuan keuangan antar daerah untuk
rnendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

8. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi
Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di
daerah kabupaterr/kota yang bersurnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
kegiatan pernbangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan kegiatan pernberdayaan
rnasyarakat kelurahan.

9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat

BAB I
KETENTUANUMUM



Pasal 2
(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

dialokasikan untuk memberi dukungan
pendanaan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban
penganggaran bagi Kelurahan.

(2) DAD tambahan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp. 3.331.242.000 (tiga milyar tiga ratus tiga
puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu
rupiah) yang dibagi secara merata kepada setiap
Kelurahan.

(3) DAU Tambah an Bantuan Pendanaan Kelurahan
tidak mengurangi komitmen pendanaan

BABII
PENGALOKASIANDAUTAMBAHANBANTUAN

PENDANAANKELURAHAN

ADD adalah pendapatan desa yang bersumber
dari dana perimbangan yang diterima Daerah
kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada Bank Sentral.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung
seluruhpenerimaari daerah dan digunakan un tuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang
selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

13.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya
disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP.



NO KECAMATAN/ DAUTAMBAHAN
KELURAHAN (Rp.)

I Kecamatan Dompu
1 Kelurahan Karijawa 370.138.000
2 Kelurahan Bada 370.138.000
3 Kelurahan Potu 370.138.000
4 Kelurahan Bali I 370.138.000
5 Kelurahan Kandai I 370.138.000
6 Kelurahan Dorotangga 370.138.000
II Kecarnatan Woja
1 Kelurahan Simpasai 370.138.000
2 Kelurahan Kandai II 370.138.000
3 Kelurahan Montabaru 370.138.000

TOTAL 3.331.242.000

Pasal4
Rincian pernbagian DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagai
berikut:

Pasal3
(1) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan sesuai dengan kategori Kabupaten
Dornpu.

(2) Kategori Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka
penghitungan Dana Insentif Daerah pada
kategori pelayanan dasar publik yang
rnengelompokkan Kabupaten menjadi 3 (tiga)
kategori, yaitu:
a. baik;
b. perlu ditingkatkan; dan
c. sangat perlu ditingkatan.

(3) Kabupaten Dornpu dengan kategori perlu
ditingkatkan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2) huruf b, DAU tambahan per Kelurahan
sebesar Rp. 370.138.000,00 (tiga ratus tujuh
puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu
rupiah).

Pernerintah Daerah kabupaten/kota kepada
Kelurahan melalui APBD.

(4) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
digunakan untuk rnendanai kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan kegiatan pernberdayaan rnasyarakat
Kelurahan.



Pasal6
(1) Penyaluran DAUTambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUD ke rekening
bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan.

(2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan dicatat dengan
menggunakan akun DAU dengan keluaran
kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan.

(3) Penyaluran DAUTambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan dilaksanakan secara bertahap,
dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling
lambat bulan Juni 2020; dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling
lambat bulan September 2020.

(4) Penyaluran DAUTambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan dilaksanakan masing-rnasing tahap
sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi
DAUTambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5
(1) Pemerintah Kabupaten Dompu menganggarkan

DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dalam APBD Tahun Anggaran 2020
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melengkapi anggaran Kelurahan dalam
pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 tentang Kecamatan.

(3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibagi secara merata kepada seluruh
Kelurahan di wilayah Kabupaten Dompu.

(4) DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan
harus memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan
transportasi/ aksesibilitas setiap Kelurahan atau
sesuai kebijakan dan prioritas daerah.

BAB III
MEKANISMEPENGALOKASIANDAUTAMBAHAN

BANTUANPENDANAANKELURAHAN
SETIAPKELURAHAN



Pasal8
(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020

terdapat sisa DAU tambahan bantuan
pendanaan kelurahan, Kabupaten Dornpu wajib
rnenganggarkan kernbali pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang
keluaran kegiatannya telah tercapai,
dianggarkan kernbali untuk rnendanai
kegiatan yang sarna atau kegiatan lainnya
pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan

b. sisa DAU tarnbahan atas kegiatan yang
keluaran kegiatannya belurn tercapai,
dianggarkan kernbali untuk rnendanai
kegiatan yang sarna pada kelurahan
bersangkutan.

(2) Dalarn hal DAUtarnbahan bantuan pendanaan
kelurahan tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b, penyelesaian
kegiatan yang keluaran kegiatannya belum
tercapai rnenjadi beban APBD Kabupaten
Dompu.

Pasal 7
(1) Dalam hal Kecamatan tidak rnernenuhi

persyaratan penyaluran dan Iatau rnelampaui
batas waktu penyarnpaian dokurnen persyaratan
penyaluran, rnaka DAD tambahan tahap I
dan Iatau tahap II tidak disalurkan.

(2) Kecamatan wajib rnenyampaikan laporan
realisasi penyerapan DAU tambahan Tahun
Anggaran 2020 kepada Bupati paling larnbat
bulan Maret 2021.

"



BER A DAERAHKABUPATENDOMPUTAHUN 2020 NOMOR :2."

Diundangkan di Dompu
pada tanggal tl fv\ArW 2020

AERAHKABUPATENDOMPU,

'Iv H. BAMBANGM. YASIN

Ditetapkan di DompU5
padqanggal 03 N\D.r-eh. 20

LJ)aUPATI DOM ,

Pasal9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Dompu.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP


